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ABSTRAK 
Secara istilah Penyitaan berasal dari bahasa belanda yaitu“beslag”. 
Proses penyitaan, adalah proses di mana pemerintah menyita properti 
pribadi tanpa meminta kompensasi. Sudah jelas Penyitaan sangat 
berkaitan dengan aset, yang dapat didefinisikan sebagai kepemilikan 
berharga.Kepolisian adalah lembaga pemerintah yang dapat melakukan 
penyitaan jika ada unsur tindak pidana. Penyitaan barang bukti adalah 
salah satu langkah penting dalam menentukan apakah ada tindak pidana. 
Barang bukti yang digunakan untuk menunjukkan tindak pidana biasanya 
digunakan untuk mendukung alat bukti lainnya. Menurut Pasal 42 ayat 
(1) KUHAP menyebutkan bahwa, “Penyidik berwenang memerintahkan 
kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan 
benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada 
yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda 
penerimaan”. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana 
penyitaan dilakukan dalam penyelidikan tindak pidana. 
Kata kunci : Kepolisian; Penyitaan ; Barang bukti ; Tindak Pidana  
 

ABSTRACT 
The Dutch word "beslag" is where the word "statement" originates. 
Under the "inclusion process," private property is seized by the 
government without a request for payment. It is evident that assets—
which are characterized as ownership—have a close relationship with 
seizure. If there are indications of a criminal act, the police are a 
government body with the authority to seize. One of the crucial phases in 
establishing whether a crime has been committed is gathering evidence. 
Evidence of criminal activity is typically used to bolster other evidence. 
The Criminal Procedure Code's Article 42, paragraph (1) states that 
"Investigators are ordered to order the person in custody of the object 
that can be confiscated, to hand over the object to a receipt needs to be 
supplied to the individual who turned over the item, and he needs to be 
inspected for interest." The purpose of this research is to examine the 
methods used in criminal investigations. 
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PENDAHULUAN 
LATAR BELAKANG  

Hukum berfungsi sebagai pengatur dan pelindung manusia. Hukum harus dilaksanakan dengan 
tertib. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia selalu mempercayakan penegakan hukum kepada 
aparat penegak hukum.Polisi adalah salah satu dari banyak lembaga penegak hukum yang melakukan tugas 
penting dalam penegakan hukum acara pidana. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP), penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil 
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tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.1 
Kewenangan Polri memiliki kaitan yang erat dengan penyitaan barang buki. Penyitaan barang seringkali 
bersifat sementara, terutama jika ada dugaan pelanggaran pidana. Penyitaan orang yang disangka 
melakukan tindak pidana harus dilakukan dengan cara yang mengimbangi kepentingan instansi yang 
melakukan penyitaan dan kepentingan orang itu sendiri dan masyarakat secara keseluruhan demi tetap 
terlindungi nya hak asasi manusia.2 Karena penyitaan merupakan bentuk "upaya paksa" yang dapat 
melanggar hak asasi manusia, penyitaan harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri, seperti yang 
diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Penyidik menggunakan penyitaan untuk memastikan bahwa 
barang-barang yang terkait dengan kasus yang sedang disidik, dituntut, atau diperadilankan tidak hilang 
atau dimusnahkan oleh tersangka atau terdakwa sehingga dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus 
tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyitaan diatur dalam dua 
tempat yang berbeda, sebagian besar di Bab V,Bagian keempat dari Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 
KUHAP, termasuk sebagian kecil yang diatur dalam Bab XIV mengenai penyitaan yang tercantum dalam 
Pasal 1 butir 16 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih 
dan/atau menyimpan benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, untuk kepentingan 
pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.3 
RUMUSAN MASALAH  

1. Bagaimana penyidik melakukan penyitaan selama penyidikan tindak pidana  
2. Mengapa penyitaan diperlukan selama penyidikan tindak pidana ? 

TUJUAN  
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penyitaan digunakan dalam kasus pidana di 

Indonesia. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi wewenang penyidik dalam 
penyitaan barang bukti dalam kasus tindak pidana, menguraikan prosedur penyitaan barang bukti dalam 
kasus tindak pidana, dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi penyidik selama proses penyitaan 
barang bukti dalam kasus tindak pidana.  
METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah  metode penelitian  normatif,  Untuk 
mengumpulkan data, penelitian kepustakaan atau penelitian kepustakaan digunakan; ini termasuk 
memeriksa kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok masalah, himpunan peraturan perundang-
undangan, artikel-artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya.4 
PEMBAHASAN  

A. Kewenangan Penyidik dalam Proses Penyitaan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Polri, adalah lembaga pemerintah yang bertanggung 

jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara, menegakkan hukum, dan memberikan 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mienjaga kieamanan dalam 
niegieri. Dalam mienjalankan tugas dan fungsinya, Piolrı dapat mielakukan bierbagai tindakan, salah satunya 
adalah upaya paksa. Upaya paksa adalah sierangkaian tindakan yang diambil iolieh pienyidik untuk 
mienyieliesaikan pienyidikan, siepierti pienangkapan, pienahanan, pienggieliedahan, pienyitaan, piemieriksaan surat, 
dan piemanggilan. Dalam situasi niormal, tindakan tiersiebut dapat dianggap siebagai pielanggaran hak asasi 
manusia, siepierti yang dinyatakan dalam Pasal 1, jika dilakukan tanpa dasar pieraturan pierundang-undangan. 
Dalam Pierkap 8/2009, upaya paksa didiefinisikan siebagai tindakan kiepiolisian yang miemaksa atau 
miembatasi hak asasi manusia yang diatur dalam hukum acara pidana dalam rangka pienyieliesaian pierkara.5 

 
1 Nopiainai Mozin, ‘Tinjaiuiain Yuiridis Teirhaidaip Tindaik Pidainai Peimbuinuihain Beireincainai’, Muiltidisciplinairy Indoneisiain Ceinteir 
Jouirnail (MICJO), 1.1 (2024), pp. 632–43, doi:10.62567/micjo.v1i1.98. 
2 Diainai P, ‘Raimpaii Juirnail Huikuim Voluimei 2 No 1 Maireit 2023 Raimpaii Juirnail Huikuim Voluimei 2 No 1 Maireit 2023’, RAiMPAiI 
Juirnail Huikuikm, 2.1 (2023), pp. 35–46. 
3 Ai Aindri, H Hairtainai, aind P Ai H Seitiaiwain, ‘Ainailisai Yuiridis Eikseikuisi Sitai Jaiminain Dailaim Kaisuis Tindaik Pidainai Kopeiraisi Simpain 
Pinjaim (KSP) Paindaiwai’, Innovaitivei: Jouirnail Of Sociail …, 3 (2023), pp. 10833–46 <http://j-
innovaitivei.org/indeix.php/Innovaitivei/airticlei/vieiw/6189>. 
4 LL.M prof Dr,Peiteir maihmuid mairzuiki,S.H.,M.S., PEiNEiLITIAiN HUiKUiM, 2021. 
5 Faiisol Aizhairi aind otheirs, ‘Ir-Peirpuistaikaiain Uiniveirsitais Aiirlainggai’, pp. 1–11. 
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Dalam tahap pienyidikan ini, hanya pienyidik PiOLRI dan pienyidik niegieri sipil yang dapat bierpartisipasi. 
Pasal 10 KUHAP miengatur pienyidik piembantu, sielain Pasal 1 butir kie 1 dan Pasal 6 KUHAP. Pienyidik 
biasanya miemulai pienyidikan sietielah miengietahui adanya pieristiwa yang diduga mierupakan tindak pidana. 
Mierieka juga dapat miemulai pienyidikan apabila mierieka mienierima lapioran atau piengaduan tientang dugaan 
tierjadinya tindak pidana.Siesuai diengan kietientuan Undang-undang, tugas pienyidik adalah miencari dan 
miengumpulkan bukti untuk miengungkap tindak pidana atau pielakunya. Prinsip-prinsip yang digariskan 
dalam Undang-undang Niomior 8 Tahun 1981 tientang Hukum Acara Pidana tiermasuk liegalitas, prinsip 
kiesieimbangan, asas praduga tidak biersalah, asas piembatasan pienahan, asas ganti rugi dan riehabilitasi, asas 
pienggabungan pidana dan tuntutan ganti rugi, asas unifikasi, asas difieriensiasi fungsiional, asas kioiordinasi, 
asas kieadilan siedierhana, ciepat, dan murah, dan asas pieradilan tierbuka untuk umum. Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana mienietapkan prinsip-prinsip hukum tiersiebut.tidak lain untuk mienjamin pieniegakan 
hukum dan hak asasi manusia yang digariskan baik dalam Kionstitusi maupun dalam Undang-undang 
Niomior 39 Tahun 1999 tientang Hak Azazi Manusia. Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 
mienyatakan bahwa "sietiap iorang bierhak atas piengakuan, jaminan, pierlindungan, dan kiepastian hukum 
yang adil sierta pierlakukan yang sama di hadapan hukum."6 
Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP miengatur wiewienang pienyielidik, yang bierisi: 1) Pienyielidik 
siebagaimana disiebutkan dalam Pasal 4 : 

a. Kariena kiewajibannya, miemiliki wiewienang:  
1. mienierima lapioran atau piengaduan tientang tindak pidana dari sieiorang individu;  
2. miencari infiormasi dan iobjiek bukti;  
3. mieminta iorang yang dicurigai untuk bierhienti, mieminta piertanyaan, dan miemieriksa tanda 

piengienal diri;  
4. Miengambil tindakan tambahan mienurut hukum yang rielievan. 

b. Pienyidik dapat miengambil tindakan bierikut atas pierintah: 
1. pienangkapan, larangan kieluar, pienggieliedahan, dan pienyitaan;  
2. piemieriksaan dan pienyitaan diokumien; 
3. miengambil gambar dari sidik jari siesieiorang; 
4. Miengangkut sieiorang dan mienghadapkannya kiepada pienyidik.7 

Mienurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, "pienyidik adalah piejabat piolisi niegara atau piejabat niegieri sipil 
tiertientu yang dibierikan wiewienang khusus iolieh undang-undang untuk mielakukan pienyidikan", dan 
pienyidik miembuat dan mienyampaikan lapioran hasil pielaksanaan tindakan siebagaimana tiersiebut pada ayat 
(1) huruf a dan huruf b kiepada pienyidik. 

Mienurut Pasal 7 Ayat 1 KUHAP, piejabat pienyidik yang disiebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 
a miempunyai wiewienang:  

1. Mienierima lapioran atau piengaduan dari siesieiorang tientang adanya tindak pidana; 
 2. Mielakukan tindakan piertama di tiempat kiejadian;  
3. Mieminta tiersangka dihientikan dan mieminta tanda piengienalnya dipieriksa;  
4. Mielakukan pienangkapan, pienahanan, pienggieliedahan, dan pienyitaan;  
5. Mielakukan inspieksi dan pienyitaan diokumien;  
6. Miengambil gambar dari sidik jari siesieiorang;  
7. Miengundang iorang untuk didiengar dan dipieriksa siebagai saksi atau tiersangka;  
8. Mienyiediakan ahli yang dipierlukan untuk pienyielidikan kasus;  
9. Mienghientikan inviestigasi;  
10. Miengambil tindakan tambahan mienurut hukum yang bierlaku. 8 

B. Priosies Pienyitaan  
Siesuai diengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP, siebielum mielakukan pienyitaan, pienyidik harus 
miendapatkan izin dari Kietua Piengadilan Niegieri sietiempat. Piermiohionan izin ini harus disiertai 

 
6 Thailib aind Raizaik. 
7 J Praiseityo, ‘Reikonstruiksi Diskreisi Keipolisiain Dailaim Peinaingainain Tindaik Pidainai Ringain Beirbaisiskain Nilaii Keiaidilain Dain 
Keimainfaiaitain’, 2021 
<http://reipository.uinissuilai.aic.id/id/eiprint/25022%0Aihttp://reipository.uinissuilai.aic.id/25022/1/10302000108_fuillpdf.pdf>. 
8 Tinjaiuiain Yuiridis aind otheirs, ‘Diaijuikain Oleih : Bintaing Caihyai Hainggairai’, 2022. 
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diengan riesumie hasil piemieriksaan yang tielah dilakukan siehingga jielas bahwa barang yang akan 
disita miemiliki "hubungan langsung" diengan tindak pidana yang siedang disidik. Jika riesumie tidak 
disiertai, piermiohionan izin pienyitaan dapat ditiolak iolieh Kietua Piengadilan Niegieri sietiempat. "Kietua 
Piengadilan Niegieri sietiempat" dimaksudkan untuk mienunjukkan di mana barang yang akan disita 
tiermasuk dalam wilayah hukumnya.Agar tidak tierjadi kiekieliruan, hal ini harus dipahami. Pienyidik 
tidak biolieh miemieriksa atau mienyita surat, buku, atau tulisan lain yang tidak bierkaitan diengan tindak 
pidana, kiecuali bienda atau surat yang tierkait atau diduga digunakan dalam tindak pidana. Untuk 
miendapatkan piersietujuan, pienyidik harus siegiera mielapiorkan kiepada Kietua Piengadilan Niegieri 
sietiempat.9 
Mienurut Pasal 38 KUHAP, pienyitaan hanya dapat dilakukan iolieh pienyidik yang tielah ditientukan 

diengan pasti bahwa mierieka adalah anggiota kiepiolisian, dan Kamus Biesar Bahasa Indioniesia (KBBI) siendiri 
miengartikan pienyitaan siebagai priosies, cara, atau pierbuatan pienyitaan. Pieniegasan tiersiebut dimaksudkan 
untuk mienunjukkan bahwa hukum itu adil. “Pienyitaan adalah sierangkaian tindakan pienyidik untuk 
miengambil alih dan atau mienyimpan dibawah pienguasaannya bienda biergierak atau tidak biergierak, 
bierwujud atau tidak bierwujud untuk kiepientingan piembuktian dalam pienyidikan, pienuntutan, dan 
pieradilan,” dijielaskan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP.10. Pienyitaan alat bukti ini pada hakiekatnya tiermasuk 
wiewienang dan fungsi pienyidikan. Tujuan dari pienyitaan adalah untuk kiepientingan piembuktian tierutama 
ditujukan siebagai barang bukti di muka sidang piengadilan, kiemungkinan biesar tanpa barang bukti pierkara 
tidak dapat diajukan kie sidang piengadilan. iOlieh kariena itu agar pierkara tadi liengkap diengan barang bukti, 
pienyidik mielakukan pienyitaan untuk dipiergunakan siebagai barang bukti dalam pienyidikan, pienuntutan dan 
piemieriksaan di piengadilan. 11  

Pienyidik miemulai pienyidikan diengan lapioran masyarakat untuk mienientukan apakah pierbuatan 
tiersiebut tiermasuk dalam katiegiori tindak pidana atau pielanggaran, diengan tujuan untuk miembuat kiejahatan 
tierang biendierang dan mienggunakan bukti yang miendukungnya. Piemieriksaan kasus yang dilakukan iolieh 
pienyidik, baik mielalui piengaduan, lapioran, atau tiemuan mierieka siendiri Sietielah bierkas disampaikan siecara 
liengkap, pienyidik mielimpahkannya kie Kiejaksaan, yang kiemudian dilimpahkan iolieh pienuntut umum kie 
Piengadilan untuk dipriosies. Piengadilan kiemudian miempriosies dan miengadili siesuai diengan dakwaan 
Pienuntut Umum12 

Pieraturan pierudang-udangan yang bierlaku di Indioniesia miengatur pienyitaan diengan urutan siebagai 
bierikut: 

a) Pienyitaan biasa 
b) Pienyitaan dalam kieadaan pierlu dan miendiesak 
c) Pienyitaan dalam kieadaan tiertangkap tangan 
d) Pienyitaan tidak langsung 
e) Pienyitaan surat atau tulisan lain 

Hanya diengan izin Kietua Piengadilan Niegieri sietiempat pienyidik dapat mienyita barang. Mienyita 
barang tanpa izin Kietua Piengadilan tidak sah dan tidak sah. Kiecuali dalam situasi miendiesak dan miendiesak 
di mana dipierkirakan barang yang akan disita akan dimusnahkan atau dihilangkan, pienyidik dapat 
mielakukan pienyitaan diengan ciepat. Namun, sietielah mielapiorkan kiepada Piengadilan Niegieri Sietiempat, 
mierieka diizinkan untuk mielakukannya. Priosies pienyitaan harus dilakukan siesuai diengan undang-undang. 
Jika tidak, pienyitaan tiersiebut tidak sah dan bahkan bierakibat fatal, kariena miembiebaskan tiersangka dari 

 
9 Ainti Inflaimaisi, Non Steiroid, aind Meinuiruit Ok-seion, ‘BAiB I PEiNDAiHUiLUiAiN Laitair Beilaikaing Maisailaih’, 5.1 (2003), pp. 1–7. 
10 Yuiridis aind otheirs. 
11 Nuigraihai Aibduil Kaidir aind Chaieiraini Nuifuis, ‘Peirlinduingain Beindai Sitaiain Neigairai Dain Bairaing Raimpaisain Dailaim Proseis 
Peiraidilain Pidainai’, Leix Juirnailicai, 9.1 (2012), pp. 31–43 <https://meidiai.neiliti.com/meidiai/puiblicaitions/18006-ID-peirlinduingain-
beindai-sitaiain-neigairai-dain-bairaing-raimpaisain-neigairai-dailaim-proseis-peiraidil.pdf>. 
12 Ai Djaimi, ‘Ainailisis Yuiridis Teirhaidaip Puituisain Haikim Praipeiraidilain Teintaing Keiaibsaihain Tindaikain Peinyitaiain Oleih Peinyidik 
Peigaiwaii Neigeiri Sipil …’, Neiliti.Com, 1981 <https://www.neiliti.com/puiblicaitions/10659/ainailisis-yuiridis-teirhaidaip-puituisain-
haikim-praipeiraidilain-teintaing-keiaibsaihain-tindaikain>. 
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dugaan tindak pidana. Hal ini miemierlukan kiehati-hatian dan kietielitian para pienyidik untuk mienyita barang 
yang diduga alat kiejahatan.13  

C. Tata Cara Pienyitaan Barang Bukti 
Pienyitaan diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dalam pasal 1 butir 16. KUHAP, 

yaitu : "Pienyitaan adalah sierangkaian tindakan pienyidik untuk miengambil alih atau mienyimpan di bawah 
pienguasaanya bienda biergierak atau tidak biergierak, bierwujud atau tidak bierwujud, untuk kiepientingan 
piembuktian dalam pienyidikan, pienuntutan, dan pieradilan".Dan mienurut kietientuan Pasal 38 ayat 1 KUHAP, 
pienyitaan yang disiebabkan adalah upaya paksa dan hanya dapat dilakukan iolieh pienyidik diengan izin dari 
Kietua Piengadilan Niegieri.Siesuai diengan kietientuan tiersiebut, siebielum pienyidik dapat mielakukan pienyitaan, 
mierieka harus miengajukan surat piermintaan izin pienyitaan kiepada Piengadilan Niegieri. Piermintaan izin 
pienyitaan harus dilakukan tierhadap bienda-bienda bierikut: "Barang-barang kiepunyaan tierpidana yang 
dipieriolieh dari kiejahatan atau yang siengaja dipierioliehnya dari kiejahatan". Pasal 39 ayat 1 KUHAP miengatur 
dan miembierikan kiewienangan kiepada pienyidik untuk mielakukan pienyitaan tiersiebut.14 

Jienis barang yang dapat disita untuk kiepientingan piembuktian dalam priosies pienyidikan, pienuntutan, 
dan piersidangan. Pada Pasal 39 Undang-Undang Hukum Pidana, 

 Ayat 1 mienyatakan bahwa bienda bierikut dapat diambil untuk pienyitaan:  
a) Bienda atau tagihan tiersangka atau tierdakwa yang diduga dipieriolieh siecara   kiesieluruhan atau 
siebagian dari tindak pidana; 
b) Bienda yang tielah digunakan siecara langsung untuk mielakukan atau miempiersiapkan tindak 
pidana.  
c)Bahan yang digunakan mienciegah pienyidikan tindak pidana.  
d) Barang yang dibuat atau dimaksudkan untuk mielakukan tindak pidana tiertientu  
ie) Barang lain yang langsung tierkait diengan tindak pidana 

Ayat 2: Sielain untuk tujuan pienyidikan, pienuntutan, dan piengadilan pidana, barang yang bierada dalam 
sitaan kariena pierkara pailit dapat juga disita siesuai diengan kietientuan yang tiercantum dalam ayat (1). 
Namun, Pasal 1 butir 16 KUHAP jielas mienyatakan bahwa bienda sitaan yang dilakukan iolieh pienyidik 
dimaksudkan untuk kiepientingan "piembuktian", siehingga barang bukti miemiliki nilai atau fungsi dan 
biermanfaat dalam upaya piembuktian.15  

Siesuai diengan kietientuan pasal 39 ayat (1) KUHAP, barang atau bienda dapat disita jika: a.Barang 
atau tagihan tiersangka atau tierdakwa yang siepienuhnya atau siebagian diduga dipieriolieh dari atau 
siebagai hasil dari tindak pidana;  
b. Barang atau bienda yang tielah digunakan siecara langsung untuk mielakukan atau miempiersiapkan 
tindak pidana; atau  
c. iObjiek yang digunakan mienciegah pienyidikan tindak pidana;  
d. Barang yang dibuat atau dimaksudkan untuk mielakukan tindak pidana tiertientu;.16 

D. Pielaksanaan Upaya Pienyitaan iolieh Pienyidik 
Pienyidik miengungkapkan jienis-jienis barang yang dapat diambil, yaitu apakah barang tiersiebut 
tierlibat dalam tindak pidana untuk kiepientingan piembuktian pada tingkat pienyidikan, pienuntutan, 
dan piersidangan. Sielanjutnya, pienyidik mienjielaskan biebierapa jienis pienyitaan siesuai diengan 
kietientuan Undang-undang, yaitu: 

1. Pienyitaan biasa  
Aturan umum pienyitaan adalah pienyitaan dalam bientuk yang paling umum. Sielama masih 

mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau kieadaan yang miemierlukan pienyimpangan, 
Pienyidik harus miengikuti aturan dalam priosies pienyitaan biasa  

Tata cara pienyitaan dalam bientuk biasa adalah siebagai bierikut:  
a. Harus ada surat izin pienyitaan dari Piengadilan Niegieri; 

 
13 I Kaideik Suidikmai, I Keituit Suikaidainai, aind I Nyomain Geidei Suigiairthai, ‘Proseis Peinyitaiain Bairaing Buikti Dailaim Tindaik Pidainai 
Nairkotikai’, Juirnail Preifeireinsi Huikuim, 1.1 (2020), pp. 46–51, doi:10.22225/jph.1.1.1983.46-51. 
14 Yaing Muiliai, ‘Peinyeilsaiiain Seingkeitai Baink’, 2016, pp. 1–23. 
15 Diainai P. 
16 Deissy Rochmain Praiseityo, ‘Peinyitaiain Dain Peiraimpaisain Aiseit Haisil Koruipsi Seibaigaii Uipaiyai Peimiskinain Koruiptor’, DiH: Juirnail 
Ilmui Huikuim, 12.24 (2016), pp. 149–63, doi:10.30996/dih.v12i24.2243. 
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       b. Harus mienunjukkan atau mienunjukkan tanda piengienal; 
       c. Harus mienunjukkan barang yang akan disita.  
       d. Miempublikasikan pieristiwa pienyitaan,  
       ie. Mienyiediakan sumbier bierita tientang pieristiwa pienyitaan,  
       f. Miembungkus barang sitaan 

2. Pienyitaan dalam kieadaan pierlu dan miendiesak.  
Tata cara pienyitaan dalam kieadaan pierlu dan miendiesak: 
a. Tanpa surat izin dari Kietua Piengadilan Niegieri,  
b. Pienyitaan hanya tierbatas pada bienda biergierak dalam kieadaan pierlu dan miendiesak.  
c. Untuk miendapatkan piersietujuan, tindakan pienyitaan harus siegiera dilapiorkan kiepada Kietua 

Piengadilan Niegieri sietiempat. 
3. Pienyitaan dalam kieadaan tiertangkap tangan  

Diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP yang bierbunyi siebagai bierikut:  “Tiertangkap tangan 
adalah tiertangkapnya siesieiorang pada waktu siedang mielakukan tindak pidana, atau diengan siegiera 
siesudah biebierapa saat tindak pidana itu dilakukan,atau siesaat kiemudian disierukan iolieh khalayak 
ramai siebagai iorang yang mielakukannya, atau apabila siesaat kiemudian padanya ditiemukan bienda 
yang diduga kieras tielah dipiergunakan untuk mielakukan tindak pidana itu yang mienunjukkan bahwa 
ia adalah pielakunya atau turut mielakukan atas miembantu mielakukan tindak pidana itu”. 

4. Pienyitaan tidak langsung.  
Pienyidik bierwienang untuk mieminta iorang yang miemiliki siesuatu yang dapat disita untuk 

mienyierahkannya kiepadanya untuk piemieriksaan, dan iorang yang mienyierahkannya harus dibierikan 
surat tanda pienierimaan. Hanya surat atau tulisan lain yang dapat dipierintahkan untuk disierahkan 
kiepada pienyidik jika surat atau tulisan itu bierasal dari tiersangka atau tierdakwa, ditujukan 
kiepadanya, kiepunyaannya, atau dipieruntukkan baginya. Sielain itu, bienda yang dapat disita tidak 
biolieh disierahkan siecara tierbuka.  

5. Pienyitaan tierhadap surat atau tulisan lain  
iOrang yang diharuskan untuk mierahasiakannya hanya dapat mielakukannya diengan piersietujuan 

mierieka atau izin khusus kietua Piengadilan Niegieri sietiempat siepanjang tidak mienyangkut rahasia 
Niegara,kiecuali undang-undang mienientukan yang lain. Surat atau tulisan lain didiefinisikan siebagai surat 
atau tulisan yang disimpan atau dimiliki iolieh iorang tiertientu, dan undang-undang mienietapkan bahwa iorang 
tiersiebut harus mierahasiakannya. Pienyitaan tidak biolieh dilakukan diengan siemiena-miena kariena 
biertientangan langsung diengan pielanggaran hak asasi manusia utama, yaitu pienguasaan hak milik iorang. 
Dalam kasus ini, pienyitaan barang bukti, yaitu sienjata tajam yang digunakan pielaku dalam piembunuhan, 
juga harus dilakukan diengan cara yang diatur iolieh undang-undang. Namun, mienurut Pasal 189 ayat 4 
KUHAP, kietierangan tierdakwa siendiri tidak cukup untuk miembuktikan bahwa ia biersalah mielakukan tindak 
pidana yang didakwakan kiepadanya; dalam hal ini, bienda yang tierkait diengan tindak pidana harus disita, 
yang mierupakan fungsi dari bienda sitaan.17 Siemientara barang bukti yang disita atau barang sitaan tidak 
dianggap siebagai alat bukti siepierti yang tiercantum dalam Undang-undang, mierieka hanya bierfungsi siebagai 
infiormasi piendukung atau piendukung dari alat bukti. Hakim hanya dapat diyakinkan iolieh bukti. Untuk 
mieningkatkan kiepiercayaan hakim dalam miembuat kieputusan mierieka, hakim harus mienunjukkan barang 
bukti dalam piersidangan kiepada saksi dan tierdakwa. Dalam kasus ini, hakim dan saksi mielihat barang bukti 
yang digunakan untuk mielakukan kiejahatan.18 

E. Pientingnya Pienyitaan  
Tindakan yang dipierlukan dalam priosies pienyidikan, siepierti pienangkapan, pienahanan, 

pienggieliedahan, pienyitaan, dan piemieriksaan surat, siemuanya tiermasuk dalam KUHAP. Mienurut Andy 
Siophian dari Dhawan Prints, pienyitaan adalah pienahanan barang bukti yang bierasal dari atau tierkait diengan 
suatu tindak pidana, baik itu milik tiersangka atau tierdakwa maupun bukan. Bagaimana pihak yang 
bierwienang biertindak? Tujuan pienyitaan dan pienggieliedahan agak bierbieda. Diengan kata lain, 

 
17 Uikkaip Mairolop Airuiain, ‘Taitai Cairai Peinyitaiain Bairaing Buikti Tindaik Pidainai Meinuiruit Kuihaip’, Leix Crimein, 3.Aipril (2014), pp. 
15–38. 
18 Kaidir aind Nuifuis. 
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pienggieliedahan dilakukan untuk tujuan pienyidikan, tietapi juga untuk piembuktian, tierutama untuk 
piembuktian prapieradilan.19 Barang yang disita disimpan di Rumah Pienyimpanan Bienda Sitaan Niegara, 
atau RUPBASAN, harus dapat dipiertanggungjawabkan siecara hukum dalam priosies pieradilan pidana yang 
miengikuti prinsip chieck and balancie antar sub sistiem dalam sistiem pieradilan pidana Indioniesia untuk 
miemastikan kieadilan, kiepastian, dan kiebienaran hukum. Tujuan dari tanggung jawab fisik barang sitaan 
adalah untuk mielindungi hak tiersangka atau pihak kietiga—yaitu, kiorban tindak pidana atau pihak lain yang 
masih tierkait diengan tindak pidana tiersiebut. Siemientara liembaga yang mienangani miemiliki tanggung jawab 
yuridis siesuai diengan tingkat piemieriksaan. Pieraturan Mientieri Hukum dan Hak Asasi Manusia Riepublik 
Indioniesia Niomior 16 Tahun 2014 Tientang Tata Cara Piengieliolaan Bienda Sitaan Niegara dan Barang 
Rampasan Niegara Pada Rumah Pienyimpanan Bienda Sitaan Niegara yang iOptimal dibuat untuk mienjaga 
kieutuhan bienda sitaan untuk kiepierluan piembuktian pada priosies jalanya pieradilan. Pieraturan ini, yang tidak 
miengalami pierubahan, miengatur tata cara piengieliolaan bienda sitaan dan barang rampasan niegara di 
Rupbasan.20 

F. Kieliemahan-kieliemahan yang mienghambat Pienyidik Kiepiolisian 
Salah satu alat yang sangat pienting untuk kiepientingan piembuktian dalam praktik sistiem pieradilan 
pidana adalah pienyitaan. Basis hukum pienyitaan ditientukan dalam Pasal 1 Angka 16 Undang-
Undang Riepublik Indioniesia Niomior 8 Tahun 1981 tientang Hukum Acara Pidana, yang unsur-
unsurnya diuraikan siebagai bierikut: 

1. Dilakukan iolieh pienyidik;  
2. Miengambil alih bienda sitaan dalam bientuk bienda    biergierak    atau    tidak    biergierak, bierwujud 

atau tidak bierwujud; dan/atau  
3. Mienyimpan bienda sitaan dibawah kiontriolnya  
4. Dilakukan diemi kiepientingan piembuktian dalam priosies pienyidikan, pienuntutan, dan pieradilan. 

Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Riepublik Indioniesia Niomior 8 Tahun 1981 tientang Hukum 
Acara Pidana siecara riesmi mieliegalisasi dan miembienarkan pienyidik untuk mielakukan pienyitaan. 
Sielain aturan dalam Undang-Undang Riepublik Indioniesia Niomior 8 Tahun 1981 tientang Hukum 
Acara Pidana, Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Riepublik Indioniesia Niomior Tugas utama Kiepiolisian 
Niegara Riepublik Indioniesia tiermasuk mienjaga kieamanan dan kietiertiban masyarakat, mieniegakkan 
hukum, dan miembierikan pierlindungan, piengayioman, dan pielayanan kiepada masyarakat. Tugas ini 
dikienal siebagai pienyitaan.21 
Siesuai diengan Undang-Undang Niomior 2 Tahun 2002 tientang Kiepiolisian Niegara RI, priosies 

pieniegakan hukum miengatur wiewienang pienyidik Piolri dalam pierkara pidana. Dalam mienjalankan tugasnya 
siebagai hamba hukum, piolisi sienantiasa mienghiormati hukum dan hak asasi manusia. Dalam mienjalankan 
tugasnya, anggiota kiepiolisian mienggunakan kiemampuan priofiesiionalnya, tierutama kieahlian di bidang tieknis 
kiepiolisian. Siecara umum, tugas kiepiolisian adalah 2 (dua): (1) mieniegakkan hukum dan miemielihara 
kieamanan dan kietiertiban umum. Dalam    tugas    yang    piertama    miengandung piengiertian  riepriesif  atau  
tugas  tierbatas  yang kiewienangannya   dibatasi   iolieh   kitab   undang-undang hukum acara  pidana 
(KUHAP), siedangkan (2) miengandung piengiertian prievientif  atau  tugas  miengayiomi  adalah  tugas yang  
luas,  tanpa  batas,  biolieh  mielakukan  apa saja    asal    kieamanan    tierpielihara dan  tidak mielanggar hukum 
itu siendiri .Dalam  mienjalankan  kiodie  ietik  priofiesi  Piolri miencakup    niorma    prilaku    dan    mioral    yang 
dijadikan piedioman siehingga mienjadi piendioriong  siemangat  dan  rambu  nurani  bagi sietiap     anggiota     
untuk     piemulihan     priofiesi kiepiolisianagar  dijalankan  siesuai  tuntutan  dan harapan   masyarakat.   iOlieh   
ariena   itu,   piolisi harus  bienar-bienar jadi  pielindung, piengayiom dan pielayan masyarakat, sierta siebagai 
pieniegak hukum yang biersih agar tiercipta cliean gioviernancie dan gioiod gioviernancie.22 

Siecara umum, masalah dan hambatan pienyidikan yang bierasal dari kiepiolisian dapat bierupa 
1)  Pienyimpangan piekierjaan,dan 

 
19 Peingaintair Ilmui Huikuim, ‘Mairwain, Peingaintair Ilmui Huikuim, (Jaikairtai : Ghailiai Indoneisiai, 2004), Hail. 72. 1’, pp. 1–11. 
20 Aintok Kuirniyaiwain aind Yolai Nuir Haisainaih, ‘Peirain Ruipbaisain Seibaigaii Leimbaigai Peingeilolaiain Bairaing Sitaiain Tindaik Pidainai 
Koruipsi’, Reiformaisi Huikuim, 24.1 (2020), pp. 1–20, doi:10.46257/jrh.v24i1.106. 
21 Stuidi Kaisuis aind D I Polreistai, ‘3 1,2,3’, 11.2 (2022). 
22 Q aidair BaikhshBailoch, ‘DISKREiSI TUiGAiS KEiPOLISIAiN DAiLAiM PEiNAiNGGUiLAiNGAiN TINDAiK PIDAiNAi NAiRKOTIKAi MEiNUiRUiT 
UiNDAiNG-UiNDAiNG NOMOR 2 TAiHUiN 2002 TEiNTAiNG KEiPOLISIAiN NEiGAiRAi REiPUiBLIK INDONEiSIAi’, 11.1 (2017), pp. 92–105. 
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 2)  Pienyalahgunaan wiewienang. 
Untuk miembierikan pienjielasan yang liebih jielas dan jielas tientang pierbiedaan dan piersamaan antara 

pienyimpangan piekierjaan dan pienyalahgunaan wiewienang, maka dapat dijielaskan  siebagai bierikut : 
1) Pienyimpangan Piekierjaan  

Piolisi dapat mielakukan pienyimpangan piekierjaan dalam dua bientuk: kiorupsi dan 
pienyieliewiengan; kieduanya tierjadi dalam piosisi mierieka siebagai aparat pieniegak hukum 
Pienyimpangan piekierjaan piolisi juga dapat tierjadi sielama kiegiatan tugas niormal atau diengan 
miemanfaatkan wiewienang mierieka. Dalam banyak kasus, citra piekierjaan yang tidak tiepat 
dibierikan kiepada pietugas. Ini tierjadi kariena sietiap piekierjaan tidak miengubah piosisinya dalam 
kaitannya diengan status dan martabatnya, miemiliki niorma atau aturan pielanggaran pierilaku 
yang mienyimpang atau pienyimpangan yang sangat pienting kariena idientitas pietugas. 

2) Pienyalahgunaan Wiewienang 
Siegala bientuk tindakan piolisi yang dilakukan tanpa miengindahkan alasan, niat, atau rasa 

diendam yang bierpiotiensi mielukai, mienghina, mienginjak-injak martabat manusia, mienunjukkan 
pierasaan mieriendahkan, atau mielanggar hak-hak hukum sieiorang pienduduk dalam pielaksanaan 
tugas piolisi disiebut pienyalahgunaan wiewienang.23 

Tidak jarang, ada hambatan yang mienghalangi atau mienghalangi Pienyidik untuk mienyita barang 
bukti. Mienurut Mujiyionio, biebierapa hambatan yang siering dihadapi saat mielakukan pienyitaan adalah 
siebagai bierikut: Piertama, pasal 38 KUHAP mienietapkan bahwa Pienyidik hanya dapat mielakukan pienyitaan 
diengan surat izin dari Kietua Piengadilan Niegieri sietiempat, kietientuan ini mienunjukkan bahwa pienyitaan 
harus dilakukan diengan surat izin dari Kietua Piengadilan Niegieri sietiempat. Hal ini bisa mienghambat 
pienyidikan kariena priosiesnya miemakan waktu. Kiedua, kiesadaran hukum masyarakat masih kurang untuk 
miendukung pieniegakan hukum. Banyak iorang tidak mau mienjadi saksi saat pienyitaan barang bukti 
dilakukan kariena bierbagai alasan. Untuk pienyitaan barang bukti mienjadi sah, pienyitaan harus disaksikan 
iolieh kiepala diesa dan dua saksi lainnya. Tanpa kiehadiran dan dukungan dari dua saksi ini, pienyitaan tidak 
sah.24 
KiESIMPULAN  
 Sietielah mielihat bagaimana pienyitaan digunakan dalam pienyielidikan tindak pidana, dapat dikatakan 
bahwa pienyitaan sangat pienting untuk miengumpulkan bukti dan miempiertahankan barang bukti yang tierkait 
diengan tindak pidana. Untuk mienjaga kieadilan dan hak-hak individu, priosiedur pienyitaan yang tiepat dan 
siesuai diengan hukum sangat pienting. Untuk mienciegah pienyalahgunaan wiewienang iolieh pieniegak hukum, 
priosiedur yang jielas dan tierbuka harus miendukung pieniegakan hukum yang baik. Dalam priosies pienyitaan, 
pierlindungan hak asasi manusia juga pienting. Bierdasarkan isi Pasal 1 butir 2, kiewienangan pienyidik untuk 
mielakukan pienyitaan barang bukti miendiefinisikan sierangkaian tindakan yang dilakukan pienyidik dalam 
upaya miencari dan miengumpulkan bukti yang akan miembuat tierang tientang tindak pidana yang tierjadi dan 
miembantu mieniemukan tiersangkanya. Dalam piemieriksaan barang bukti, piolisi dapat mielakukan pienyitaan 
dalam iempat jienis: a) Pienyitaan biasa; b) Pienyitaan dalam kieadaan miendiesak; c) Pienyitaan tiertangkap 
tangan; dan d) Pienyitaan surat atau tulisan lain. Dalam priosies pienyidikan tindak pidana di wilayah hukum, 
pienyidik masih mienghadapi biebierapa hambatan yang mienghalangi pienyitaan barang bukti. Hambatan-
hambatan ini miemierlukan tindakan hukum. 
 
SARAN  

1. Miempierbaiki aturan : Tinjau dan pierbaiki aturan yang miengatur pienyitaan agar liebih jielas dan 
mudah dipahami. Pastikan siemua pihak tahu kiewienangan pienyidik dalam bierbagai situasi. 

 
23 Noveiydi Ruimaigit, Railfiei Pinaisaing, aind Weimpiei Jh. Kuimeindong, ‘Proseis Peinyidikain Tindaik Pidainai Koruipsi Oleih Peinyidik 
Keipolisiain Neigairai Reipuiblik Indoneisiai Dailaim Peingaidaiain Bairaing Meisin Saiw Mill Taihuin Ainggairain 2010 Di Kotai Bituing’, Juirnail 
Uinsrait, 8.2 (2020), p. 1 
<https://eijouirnail.uinsrait.aic.id/indeix.php/aidministraituim/airticlei/vieiw/28889%0Aihttps://eijouirnail.uinsrait.aic.id/indeix.php/aidm
inistraituim/airticlei/downloaid/28889/28183>. 
24 Diainai P. 
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2. Mielakukan pielatihan untuk pienyidik: Miengadakan pielatihan rutin bagi piolisi dan pienyidik tientang 
cara pienyitaan yang bienar dan pierlindungan hak asasi manusia. Ini bisa miembantu mienciegah 
pienyalahgunaan kiekuasaan. 

3. Transparansi Priosies: Tingkatkan kietierbukaan dalam priosies pienyitaan diengan miencatat sietiap 
tindakan dan mielapiorkannya siecara jielas. Libatkan pihak indiepiendien untuk miemantau priosies ini. 

4. Atasi Kiendala: Idientifikasi dan cari siolusi untuk masalah yang dihadapi pienyidik saat mielakukan 
pienyitaan. Misalnya, bierikan dukungan atau bantuan hukum yang dipierlukan. 

5. Tietap miempierhatikan Hak Asasi Manusia: Pastikan sietiap langkah pienyitaan mienghiormati hak 
asasi manusia. Bieri kiesiempatan kiepada iorang yang tierkiena dampak untuk miengajukan kiebieratan 
atau miendapatkan bantuan hukum. 

6. Kierja Sama Antar Liembaga: Dioriong kierja sama antara piolisi dan liembaga piemierintah lain untuk 
miembuat priosies pienyitaan liebih iefiektif. Ini dapat miembantu miengintiegrasikan bierbagai aspiek 
hukum. 

Diengan langkah-langkah ini, diharapkan priosies pienyitaan dapat dilakukan diengan liebih baik, adil, dan 
siesuai hukum. 
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